
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Analisa Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun2018 : Implementasi
Accounting Unbundling dan Third Party Access Dalam Pengelolaan
Gas Bumi Indonesia Terhadap Perspektif Persaingan Usaha Yang Sehat
= Analysis of ESDM Ministerial Regulation Number 4 of 2018 : The
Implementation of Accounting Unbundling and Third Party Access in
Indonesia Gas Business Sector Viewed From the Perspective of Fair
Competition
Hanindityo Muhammad Faiz, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20493678&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Gas bumi adalah sumber daya alam tak terbarukan yang sangat penting bagi hajat hidup banyak orang. Oleh

karena itu, eksploitasi dan pemanfaatan gas bumi harus dilakukan secara bijak dan untuk kemakmuran

rakyat. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Implementasi unbundling dan open acces dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 tahun

2009 gagal untuk mencapai tujuannya apabila dilihat dari perspektif menciptakan efisiensi dan

meningkatkan pertumbuhan infrastruktur nasional gas bumi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan

Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 untuk merekonstruksi banyak ketentuan yang terkandung

dalam peraturan sebelumnya, terutama mengenai hak eksklusif di Wilayah Jaringan Distribusi Tertentu yang

kemudian diikuti oleh perubahan prinsip pemisahan badan usaha menjadi hanya pemisahan akuntansi juga

mengenai ketentuan open access menjadi third party access. Penelitian ini akan menganalisis apakah

ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 sesuai dengan UUD 1945

dan prinsip persaingan yang sehat.

<hr /><i>Natural gas is a very important non-renewable natural resource that controls the livelihood of

many people. Therefore, the exploitation and utilization of natural gas must be carried out wisely and for the

greatest prosperity of the people. This is mandated in Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of

the Republic of Indonesia. The implementation of unbundling and open access under ESDM Ministerial

Regulation Number 19 of 2009 fails to achieve the expectation from the perspective of creating efficiency

and improving national infrastructure of natural gas. Therefore the government issued ESDM Ministerial

Regulation Number 4 of 2018 to reconstruct many of the provisions contained in the previous regulation,

mainly regarding the exclusive rights in Certain Distribution Areas which then followed by the alteration of

separation principle (Legal unbundling) into accounting unbundling as well as the alteration of open access

into third party access. This thesis will analyse whether the provisions contained in the ESDM Ministerial

Regulation Number 4 of 2018 is in line with the 1945 constitution and the principle of fair competition.</i>
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